PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKCTA PCNTIANALK

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar Jenis belanja, keadaan yarig menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010 ;

b. bahwa untuk melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah ;

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tvl4f diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(LembaRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, Nepatisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

/. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolzar dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ivomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . :

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
! Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4614);

24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 15 Seri A Nomor 4) ;

25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kota
PontianakTahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Seri A Nomor 1);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1 _
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pérubahan Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp767.533.086.088,04 bertambah sejumiah

Rp60.410.085.619,92 sehingga menjadi Rp827.943.171.707,96 sebagai berikut:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
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Pendapatan Daerah
a). Semula
b). Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja Daerah
a). Semula
b). Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
a). Semula
b). Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran
a). Semulz
b). Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Pembiayaan Netto setelah Perubahan

SILPA setelah Perubahan :

730.378.855.450,00
71.137.722.266,66

801.516.577.716,66

764.417.755.747,04
61.840.625.679,92

Rp.
Rp.

826.258.381.426,96

(24.741.803.710,30)

37.154.230.638,04
(10.727.636.646,74)

Rp.

26.426.593.991,30

3.115.330.341,00
(1.430.540.060,00)

1.684.790.281,00

24.741.803.710,00

0,00

‘Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1). Semula
2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp.
Rp.

89.612.635.200,00
6.982.914.704,85

Rp.

96.595.549.904,85

%
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b. Dana perimbangan sejumlah

1). Semula Rp. 508.380.639.093,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 6.292.631.974,57

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 514.673.271.067,57
c. Lain-lain pendapatan daerah

1). Semula Rp. 132.385.581.157,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 57.862.175.587,24

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 190.247.756.774,24

setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis  pendapatan:
" a. Pajak daerah

1). Semula _ Rp. 49.624.200.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 6.790.800.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 56.415.000.000,00
b. Retribusi daerah '

1). Semula Rp. 21.131.435.200,00

2). Bertambah/{rerkurang? Rp. 14.001.000,00

Jumlah Retribusi setelah Perubahan Rp. 21.145.436.200,00
C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula : Rp. 1.857.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 178.113.704,85

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah Rp. 2.035.113.704,85

setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1). Semula Rp. 17.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 17.000.000.000,00

setelah Perubahan
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana pajak/bagi hasil bukan pajak

1). Semula Rp. 74.820.335.093,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 6.292.631.974,57

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 81.112.967.076,57
b. Dana alokasi umum

1). Semula Rp. 408.180.404.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 408.180.404.000,00
c. Dana alokasi khusus

1). Semula Rp. 25.379.900.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 25.379.900.000,00

(4)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1). Semula Rp. 35.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) _Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 35.000.000.000,00
b. Dana darurat

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula Rp. 57.385.581.157,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 14.462.723.255,24
Jumiah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 71.848.304.412,24
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1). Semula Rp. 10.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 98.149.452.332,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 108.149.452.332,00
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setelah Perubahan

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya

1). Semula Rp. 30.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (19.750.000.000,00)

Jumlah Bantuan dari Provinsi setelah perubahan Rp. 10.250.000.000,00
Pasal 3

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula - Rp. 389.237.400.011,08
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 39.826.417.099,92
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 429.063.817.111,00
b. Belanja Langsung
1). Semula Rp. 375.180.355.735,96
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 22.014.208.580,00
1 ‘umiah Belanja Lanasiing setelah perubahan Rp. 397.194.564.315,26
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai
1). Semula Rp. 367.653.690.400,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 40.726.417.100,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 408.380.007.500,00
b. Belanja bunga
1). Semula . Rp. 600.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 600.000.000,00
C. Belanja subsidi
1). Semula Rp. 400.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 400.000.000,00
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d. Belanja hibah

1). Semula Rp. 8.0750.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.155.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 9.230.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial

1). Semula Rp. 10.977.204.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (1.555.000.000,00)

Jumlah Belanja Sosial setelah perubahan Rp. 9.422.204.000,00
f. Belanja bagi hasil

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

‘ h. Belanja tidak terduga Rp.

1). Semula Rp. 1.531.605.611,08

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000,08)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.031.605.611,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai

1). Semula Rp. 58.155.468.750,00
2). Bertambah/(berkurang) . Rp. 634.982.875,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 58.790.451.625,0C
b. Belanja barang dan jasa
1). Semula ; Rp. 125.370.922.674,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 5.274.550.787.00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 130.645.473.461,00
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c. Belanja modal Rp.

1). Semula Rp. 191.653.964.311,96

2). Bertambah/(berkurang) _Rp. 16.104.674.918,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 207.758.639.229,96
Pasal 4

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1). Semula Rp. 37.154.230.638,04

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (10.727.636.646,74)

Jumlah Penerimaaan setelah Perubahan Rp. 26.426.593.991,30
b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 3.115.330.341,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (1.430.540.060,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.684.790.281,00

(2) Penerimaan sebagaimana uiinaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1). Semula Rp. 33.354.230.638,04
2). Bertambah/(berkurang) Rp. (10.727.636.646,74)
Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 22.626.593.991,30
. b. Pencairan dana cadangan
f 1). Semula Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. ' 0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

¢. Hasil penjualan kekayaan daerah

1). Semula ' Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Rp. 0,00

setelah Perubahan
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d. Penerimaan pinjaman daerah

1). Semula Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00

setelah Perubahan

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

1). Semula Rp. 3.800.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman Rp. 3.800.000.000,00

setelah Perubahan

f. penerimaan piutang daerah

1). Semula _ Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00

setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pemben*i:kan dana cadangan

1). Semula Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00

setelah Perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula Rp. 2.503.330.341,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. (1.430.540.060,00)

Jumlah Pembentukan dana cadangan Rp. 1.074.790.281,00
setelah Perubahan _

¢. Pembayaran pokok utang
1). Semula Rp. 610.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang F 610.000.000,00
setelah Perubahan

7
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d. Pemberian Pinjaman daerah

1). Semuia Rp. 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0u
Jumlah Pemeberian pinjaman daerah Rp. 0,00

setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: '

I ' LampiranI  Ringkasan Perubahan APBD;

2 Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

S Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman daerah. '

Pasal 6

Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 7
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Oktober 2010

WALIKOTA PONTIANAK

‘SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada ta/gg_al\p 15 Oktober 2010

!

‘ Ir. HLT’Om Herianto, MT
‘(_g - PeMmbifa Utama Madya

AT

| NIP719541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR  SERI NOMOR

I 3 ADMIN

__;



